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ABSTRAK 
 Dengan disahkannya UU No. 6 Tahun 2014 maka desa telah menjadi daerah 

otonom dan berhak mengelola pendapatan desanya secara mandiri. Bintang 

Baru merupakan BUMDes di Kabupaten Kubu Raya yang hadir dari otonomi 

desa demi mewujudkan kesejahteraan warga. Kewajiban BUMDes sebagai 

badan hukum dalam menerapkan standar akuntansi, belum terlaksana hampir 

di seluruh daerah di Indonesia. Tujuan penelitian ini yakni untuk mengetahui 

penerapan SAK-ETAP dalam pengelolaan keuangan yang telah dilakukan 

BUMDes Bintang Baru. Penelitian ini dilaksanakan melalui survei dan 

dokumentasi menggunakan metode perbandingan tetap dengan menentukan 

kriteria dalam menentukan implementasi SAK-ETAP di BUMDes Bintang 

Baru. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa BUMDes Bintang Baru masih 

belum menyusun laporan keuangannya sesuai dengan SAK-ETAP dan belum 

ada juknis yang mengatur tentang penatausahaan keuangan. 

  Kata Kunci: BUMDes, pengelolaan, keuangan 

 

ABSTRACT 

   

With the ratification of Law no. 6 of 2014, the village has become an 

autonomous region and has the right to manage its village income 

independently. Bintang Baru is a BUMDes in Kubu Raya Regency that comes 

from village autonomy to realize the welfare of the residents. The obligation of 

BUMDes as a legal entity in implementing accounting standards has not been 

implemented in almost all regions in Indonesia. The purpose of this study is to 

determine the application of SAK-ETAP in financial management carried out 

by BUMDes Bintang Baru. This research was conducted through surveys and 

documentation using a static comparison method by determining the criteria 

for determining the implementation of SAK-ETAP in BUMDes Bintang Baru. 

This study concludes that the BUMDes Bintang Baru still has not prepared its 

financial statements following SAK-ETAP, and there is no technical guideline 

that regulates financial administration. 
  Keywords: BUMDes, management, finance 
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1. PENDAHULUAN 

Adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, secara tidak langsung 

menjadikan desa bersifat otonom. Desa memiliki hak untuk mengelola sumber pendapatan desa, 

serta memperoleh dana bagi hasil dari pemerintah kabupaten/kota dan bantuan keuangan dari 

pemerintah provinsi serta perimbangan keuangan dari pemerintah pusat. Berubahnya status desa 

menjadi daerah yang otonom, maka pada suatu desa dapat dibentuk BUMDes untuk 

menggerakkan roda perekonomian masyarakat di sekitarnya. BUMDes merupakan suatu 

lembaga yang dibentuk atas inisiatif masyarakat desa yang memiliki asas mandiri.  

BUMDes dalam menyusun laporan pertanggungjawaban perlu memperhatikan dengan 

Standar Akuntansi Keuangan berdasarkan SAK-ETAP. Dalam penyajian laporan keuangan 

menggunakan SAK-ETAP, BUMDes menyampaikan laporan keuangan yang terdiri dari 

Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan. 

Dengan adanya SAK-ETAP, BUMDes dapat dengan mudah menyajikan laporan keuangan 

secara sederhana, lengkap, dan mudah dipahami (Adilah & Rani, 2020). 

Penerapan SAK-ETAP menjadi penting karena adanya perubahan status BUMDes 

menjadi suatu badan hukum melalui PP No. 11 tahun 2021. Akan tetapi, hal tersebut masih 

belum sejalan dengan realita di BUMDes sesuai penelitian Saputra et al. (2019) yang 

menyatakan bahwa BUMDes di Sukabumi masih belum menerapkan SAK-ETAP dalam 

penyajian laporan keuangannya. Hal yang juga didapatkan oleh Rozalia et al. (2021) melalui 

penelitiannya yang menunjukkan BUMDes di Bengkulu Utara masih belum menerapkan SAK-

ETAP dalam menyampaikan laporan keuangannya. Begitu juga penelitian dari Lintong et al. 

(2020) menunjukkan BUMDes di Minahasa Selatan dalam menghasilkan laporan keuangannya 

masih belum sesuai dengan SAK-ETAP. 

Salah satu BUMDes yang memperoleh dana dari pemerintah desa yakni BUMDes Bintang 

Baru yang dibentuk melalui Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2019. BUMDes Bintang Baru 

sebagai BUMDes yang masih baru, diharapkan dapat mengelola keuangan agar dapat 

menampilkan progres usaha yang telah dijalankan. Pengelolaan keuangan menggunakan PSAK 

dapat memberi dampat positif bagi badan usaha. Jati (2019) menjelaskan bahwa penerapan 

standar keuangan dapat menghasilkan informasi yang berkualitas. Dampak positif lain 

dijelaskan dari penelitian Seriwati & Hendi (2018) yang menunjukkan bahwa PSAK dapat 

menjadi kunci penting dalam menghasilkan laba bagi badan usaha. Bahkan, Yuliana et al. (2018) 

menjelaskan bahwa pencatatan yang sesuai standar keuangan dapat meningkatkan kepercayaan 

masyarakat terhadap badan usaha tersebut. 

Penelitian Saputra et al. (2019), Rozalia et al. (2021), dan Lintong et al. (2020) 

mengungkapkan penerapan SAK-ETAP dengan meninjau laporan keuangan yang disusun oleh 

BUMDes. Peninjauan laporan keuangan sebagai dasar dalam menentukan suatu organisasi telah 

menjalankan standar akuntansi keuangan, belum dapat mencerminkan suatu organisasi 

menerapkan standar akuntansi keuangan secara menyeluruh. SAK-ETAP menyebutkan berbagai 

pernyataan yang perlu diterapkan sebagai dasar dalam menyusun laporan keuangan. Seharusnya 

konsep tersebut digunakan untuk menentukan organisasi tersebut menerapkan SAK-ETAP atau 

tidak. Bukan hanya dari tersedianya komponen laporan keuangan dan kesesuaian dengan format 

yang ada pada SAK-ETAP, akan tetapi dengan melihat prinsip-prinsip yang diterapkan dalam 

menghasilkan laporan keuangan tersebut, apakah sudah sesuai dengan SAK-ETAP atau belum? 
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Hal inilah yang menjadi kesenjangan penelitian yang ingin dibahas dalam penelitian ini. 

 

2. KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Pemerintah Desa 

Desa ialah kesatuan warga hukum yang mempunyai batasan area yang berhak untuk 

menata serta mengurus di bidang pemerintahan, kebutuhan warga setempat sesuai prakarsa 

warga, hak asal gagasan, dan/ataupun hak tradisional yang diakui serta dihormati dalam sistem 

pemerintahan NKRI. Pemerintah desa ialah kepala desa selaku penyelenggara di bidang 

pemerintahan serta kebutuhan warga di desa yang diatur dengan sistem pemerintahan negara 

(Undang-Undang No. 6, 2016).  

 

2.2 Badan Usaha Milik Desa 

BUMDes merupakan lembaga hukum yang dibuat oleh desa serta/ataupun desa-desa untuk 

mengatur usaha, mendayagunakan fasilitas desa, meningkatkan penanaman modal serta daya 

produksi, menghadirkan pelayanan jasa, serta/ataupun menghadirkan usaha yang lain secara 

maksimal demi kesejahteraan warga desa. BUMDes bertujuan melaksanakan aktivitas ekonomi 

serta jasa umum, menaikkan pendapatan asli desa (PADes), pendayagunaan fasilitas desa, dan 

meningkatkan ekosistem ekonomi digital di desa (Peraturan Pemerintah No. 11, 2021). 

 

2.3 Standar Akuntansi Keuangan 

SAK ialah opini dan pemahaman yang dikeluarkan oleh Dewan SAK Ikatan Akuntan 

Indonesia (DSAK-IAI) dan Dewan Standar Akuntansi Syariah IAI (DSAS-IAI) dan juga 

regulasi pasar modal terhadap entitas di bawah pengawasannya. Pengembangan SAK di 

Indonesia berawal dari tahun 1973 melalui Panitia Penghimpun Bahan-Bahan dan Struktur 

Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) dan Generally Accepted Auditing Standards 

(GAAS). Mendekati aktifnya pasar modal di Indonesia pada tahun 1974, menjadi tantangan dan 

peluang bagi IAI dalam mengembangkan peran akuntan di dalam industri. Berdasarkan hal 

tersebut, IAI membentuk Komite Prinsip Akuntansi Indonesia (Komite PAI) dan melaksanakan 

kodifikasi prinsip akuntansi di Indonesia dalam suatu buku “Prinsip Akuntansi Indonesia (PAI)” 

yang merujuk dari US GAAP  (web.iaiglobal.or.id, 2022). 

 

2.4 Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik 

SAK untuk ETAP bertujuan untuk diterapkan oleh entitas yang tidak memiliki 

akuntabilitas publik yang signifikan serta menghasilkan laporan keuangan bertujuan umum  bagi 

pengguna luar. Pengguna luar yang dimaksud ialah pemilik yang tidak berhubungan secara 

langsung dalam mengelola usaha, kreditur dan lembaga keuangan lainnya (web.iaiglobal.or.id, 

2011). 

SAK-ETAP berguna untuk menghadirkan keluwesan dalam pengelolaan keuangan dan 

kemudahan akses ETAP terhadap pengajuan dana dari lembaga perbankan. SAK-ETAP 

merupakan standar yang mandiri dan tidak merujuk pada SAK Umum, dominan menerapkan 

pemahaman biaya historis; mengelola transaksi yang dilaksanakan ETAP; bagian dari 

pengelolaan yang lebih sederhana mengenai perlakuan akuntansi serta bersifat tidak mudah 

berubah dalam jangka panjang (web.iaiglobal.or.id, 2011).  
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2.5  Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik 

 Dalam penerapan Standar Akuntansi Keuangan terhadap suatu organisasi dilakukan 

dengan melihat 4 (empat) aspek (Riyadhi et al., 2021), yaitu 

a. Pengakuan dan Pengukuran 

Pengakuan ialah proses mengakui transaksi yang dapat dicatat dalam laporan keuangan. 

Dan untuk pengukuran ialah proses penetapan nilai nominal mata uang terhadap sebuah 

transaksi yang akan dimasukkan ke dalam laporan keuangan. Sehingga pengakuan dan 

pengukuran merupakan proses mengakui transaksi beserta penentapan nominal mata uang 

untuk dicatat di dalam laporan keuangan. 

b. Penyajian 

Penyajian merupakan proses menyajikan proses transaksi ke dalam pos-pos yang berada 

di laporan keuangan.  

c. Pengungkapan 

Pengungkapan merupakan proses mengungkapkan informasi yang ditampilkan di laporan 

keuangan. 

d. Komponen Laporan Keuangan 

Komponen laporan keuangan yang terdiri dari: laporan posisi keuangan/neraca, laporan 

laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan.  

 

3. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilaksanakan melalui survei pada kantor BUMDes Bintang Baru, beralamat 

di Perumahan Pondok Indah Lestari, Jalur Dahlia I, Desa Parit Baru, Kec. Sungai Raya, Kab. 

Kubu Raya. Sumber data pada penelitian ini yakni berasal dari data primer dan data sekunder. 

Data primer pada penelitian ini berupa laporan keuangan yang didapatkan secara langsung dari 

subjek penelitian. Kemudian, data sekunder yang digunakan berasal dari hasil dokumentasi, 

buku, website (situs), jurnal, hasil penelitian, dan dokumen yang dapat mendukung penelitian. 

 Metode analisis data yang digunakan adalah metode perbandingan tetap. Metode tersebut 

merupakan metode yang membandingkan satu informasi dengan informasi lainnya. Penggunaan 

metode ini dapat mempermudah menganalisa suatu kasus dan mengambil kesimpulan dari 

jawaban permasalahan yang akan dijelaskan melalui data laporan yang diperoleh dengan 

membandingkan peraturan perundang-undangan. BUMDes ini merupakan salah satu Bumdes 

yang memiliki banyak kegiatan usaha dan berada di pusat kota di Kabupaten Kubu Raya. 

Beberapa pimpinan dan pengurus BUMDes akan menjadi data primer dalam penelitian ini. 

Dalam penelitian ini, penulis fokus meneliti permasalahan yakni implementasi SAK-ETAP 

dalam menghasilkan laporan keuangan di BUMDes Bintang Baru. 

Dalam penentuan dari penerapan SAK-ETAP di BUMDes Bintang Baru dilakukan dengan 

menyusun kriteria berdasarkan aturan di SAK-ETAP. Kemudian dari kriteria tersebut 

dibandingkan dengan kondisi di BUMDes. Apabila kriteria tersebut terpenuhi atau BUMDes 

tersebut tidak mendapati transaksi yang dijelaskan di kriteria, maka BUMDes tersebut dianggap 

menerapkan SAK-ETAP dalam menghasilkan laporan keuangannya. Sedangkan jika BUMDes 

di dalam kriteria tidak terpenuhi, maka BUMDes tersebut dinyatakan tidak menerapkan SAK-

ETAP dalam pelaporan keuangannya. 
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4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penerapan SAK-ETAP pada BUMDes Bintang Baru dijelaskan sebagai berikut. 
 

4.1 Pengakuan dan Pengukuran 

Penerapan SAK-ETAP pada aspek pengakuan dan pengukuran dijelaskan melalui tabel 

berikut. 

Tabel 1. Penerapan SAK-ETAP pada Aspek Pengakuan Dan Pengukuran 

No. Kriteria Kesimpulan dari kondisi BUMDes 

1 Mengakui transaksi yang 

terdapat/berkemungkinan terdapat manfaat 

ekonomi yang diterima/akan diterima 

BUMDes (berbasis akrual). 

BUMDes Bintang Baru mengakui transaksi berbasis 

akrual yang berasal dari piutang jasa internet. Sedangkan 

untuk transaksi pengeluaran dan penerimaan yang 

mempunyai manfaat ekonomis masih belum ada 

transaksi berbasis akrual. Sehingga dari dasar tersebut, 

maka pada poin ini BUMDes sesuai dengan SAK-

ETAP. 

2 Mengakui transaksi yang memiliki nilai atau 

biaya yang mampu diukur dengan andal. 

BUMDes Bintang Baru belum mengakui transaksi 

penyusutan terhadap aset tetapnya. Dan untuk piutang 

yang masih belum dibayar, tidak dilakukan 

penghapusan/penyisihan piutang. Sehingga dari dasar 

tersebut, maka pada poin ini BUMDes tidak sesuai 

dengan SAK-ETAP. 

3 Transaksi kas atau setara kas diukur 

menggunakan biaya historis (nilai saat 

diperolehan). 

BUMDes Bintang Baru mengukur semua transaksi kas 

atau setara kas dengan menggunakan biaya historis 

dengan menggunakan mata uang rupiah. Sehingga dari 

dasar tersebut, maka pada poin ini BUMDes sesuai 

dengan SAK-ETAP. 

4 Transaksi non kas diukur menggunakan biaya 

wajar (nilai pasar) 

BUMDes Bintang Baru tidak terdapat transaksi yang 

berupa non kas. Sehingga dari dasar tersebut, maka pada 

poin ini BUMDes sesuai dengan SAK-ETAP. 

  

Dalam penerapan SAK-ETAP pada BUMDes Bintang Baru melalui aspek pengakuan dan 

pengukuran menunjukkan bahwa BUMDes tersebut tidak menerapkan SAK-ETAP dalam 

pengakuan dan pengukuran keuangannya. Hal tersebut didasari dari kriteria ketiga dari aspek 

pengakuan dan pengukuran yang tidak memenuhi dari kriteria SAK-ETAP. Hasil penerapan 

SAK-ETAP dari aspek pengakuan dan pengukuran selaras dengan penelitian Pramitari et al. 

(2020) dan Saputra (2022) yang menunjukkan bahwa BUMDes masih belum mengimplementasi 

SAK-ETAP dalam pengakuan dan pengukuran transaksi keuangannya.  

 

4.2 Penyajian 

Penerapan SAK-ETAP pada aspek penyajian dijelaskan melalui tabel berikut. 

Tabel 2. Penerapan SAK-ETAP pada Aspek Penyajian 

No. Kriteria Kesimpulan dari kondisi BUMDes 

1 Menyajikan pos-pos yang sesuai prinsip 

pengakuan dan pengukuran di laporan posisi 

keuangan/neraca, laba rugi, dan arus kas. 

BUMDes Bintang baru menyajikan pos-pos yang kurang 

sesuai di Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba 

Rugi. Hal tersebut diakibatkan karena salah saji nilai dan 

pangakuan pos dalam penjurnalan. Sehingga dari dasar 

tersebut, maka pada poin ini BUMDes tidak sesuai 

dengan SAK-ETAP. 

Dalam penerapan SAK-ETAP pada BUMDes Bintang Baru melalui aspek penyajian 

menunjukkan bahwa BUMDes tersebut tidak menerapkan SAK-ETAP dalam penyajian 
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laporan keuangannya. Pernyataan tersebut didasari dari kriteria dari aspek penyajian yang tidak 

memenuhi dari kriteria SAK-ETAP. Berikut penjelasan lebih rinci mengenai tidak terpenuhinya 

kriteria dari aspek penyajian. 

Berdasarkan data yang diperoleh pada penelitian ini yakni BUMDes Bintang Baru dalam 

pelaporan keuangan hanya menyusun laporan laba rugi dan neraca pada tahun 2019. Berdasarkan 

SAK-ETAP, laporan keuangan yang dibuat oleh entitas yakni laporan perubahan ekuitas, 

laporan laba rugi, neraca dan catatan atas laporan keuangan. Dalam pencatatan jurnal masih 

terdapat kekeliruan dalam penjurnalan atas transaksi penyertaan modal yang diberikan dari 

pemerintah desa ke BUMDes Bintang Baru dengan bukti transfer uang masuk ke kas BUMDes 

dan Peraturan  Desa tentang Penyertaan Modal Desa Parit Baru ke BUMDes Bintang Baru. Atas 

dasar  tersebut, BUMDes Bintang Baru membuat pencatatan jurnal yakni: 

Tabel 3. Jurnal yang dicatat oleh BUMDes Bintang Baru pada transaksi penyertaan modal 

Tanggal Rekening Debet Kredit 

21-06-2019 Kas  75.000.000,00  

  Pendapatan  75.000.000,00 

 

Jurnal yang seharusnya dicatat oleh BUMDes Bintang Baru terkait transaksi penyertaan 

modal. 

Tabel 4. Jurnal yang seharusnya dicatat pada transaksi penyertaan modal 

Tanggal Rekening Debet Kredit 

21-06-2019 Kas  75.000.000,00  

  Ekuitas  75.000.000,00 

 

Jurnal yang dicatat oleh BUMDes Bintang Baru terkait transaksi belanja Unit Market 

BUMDes. 

Tabel 5. Jurnal yang dicatat oleh BUMDes Bintang Baru pada transaksi transaksi belanja Unit Market BUMDes 

Tanggal Rekening Debet Kredit 

24-06-2019 Biaya Perlengkapan 5.957.700,00  

  Perlengkapan  5.957.700,00 

 

Jurnal yang seharusnya dicatat oleh BUMDes Bintang Baru terkait transaksi belanja Unit 

Market BUMDes. 

Tabel 6. Jurnal yang seharusnya dicatat pada transaksi transaksi belanja Unit Market BUMDes 

Tanggal Rekening Debet Kredit 

24-06-2019 Perlengkapan 5.957.700,00  

  Kas  5.957.700,00 

 

Jurnal yang dicatat oleh BUMDes Bintang Baru terkait belanja perlengkapan bagian 

sekretariat.    

Tabel 7. Jurnal yang dicatat oleh BUMDes Bintang Baru pada belanja perlengkapan bagian sekretariat 

Tanggal Rekening Debet Kredit 

15-07-2019 Biaya Perlengkapan 12.237.500,00  

  Kas  12.237.500,00 

Jurnal yang seharusnya dicatat oleh BUMDes Bintang Baru terkait belanja perlengkapan 

bagian sekretariat. 
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Tabel 8. Jurnal yang seharusnya dicatat pada belanja perlengkapan bagian sekretariat 

Tanggal Rekening Debet Kredit 

15-07-2019 Perlengkapan 12.237.500,00  

  Kas  12.237.500,00 

 

Jurnal yang dicatat oleh BUMDes Bintang Baru terkait belanja Unit Bank Sampah. 

Tabel 9. Jurnal yang dicatat oleh BUMDes Bintang Baru terkait belanja Unit Bank Sampah 
Tanggal Rekening Debet Kredit 

17-12-2019 Biaya Umum 800.000,00  

  Kas  800.000,00 

 

Jurnal yang seharusnya dicatat oleh BUMDes Bintang Baru terkait belanja Unit Bank 

Sampah. 

Tabel 10. Jurnal yang seharusnya dicatat pada belanja Unit Bank Sampah 
Tanggal Rekening Debet Kredit 

17-12-2019 Perlengkapan 800.000,00  

  Kas  800.000,00 

 

Jurnal yang dicatat oleh BUMDes Bintang Baru terkait perputaran belanja unit material 

dan bangunan. 

Tabel 11. Jurnal yang dicatat oleh BUMDes Bintang Baru pada perputaran belanja unit material dan bangunan 
Tanggal Rekening Debet Kredit 

17-12-2019 Biaya Umum Lain-Lain 56.005.000,00  

  Kas  56.005.000,00 

 

Adapun jurnal yang dilakukan pada kegiatan ini seharusnya tidak diakui sebagai jurnal 

melainkan ini merupakan sisa uang dari penyertaan modal (Rp 75.000.000) dikurangi dengan 

total seluruh belanja pembelian perlengkapan (Rp 5.957.500+Rp 12.237.500+Rp 800.000 =Rp 

18.995.000) maka diperoleh Rp 56.005.000. Dari sisa uang tersebut selanjutnya dilakukan 

perputaran uang untuk usaha. 

Tabel 12. Jurnal yang seharusnya dicatat pada perputaran belanja unit material dan bangunan 
Tanggal Rekening Debet Kredit 

17-12-2019 Kas 28.203.100,00  

  Penjualan Barang  28.203.100,00 

 

Berdasarkan hasil analisis dari bukti transaksi penjualan. Nilai penjualan yang diterima 

oleh BUMDes Bintang Baru yakni Rp 200.700.100. Maka dari itu jurnal yang seharusnya 

dilakukan oleh BUMDes Bintang Baru atas total penjualan sebagai berikut. 

Tabel 13. Jurnal yang seharusnya dicatat dari laba Unit Material dan Bangunan 
Tanggal Rekening Debet Kredit 

25-12-2019 Kas 200.700.100,00  

  Penjualan Barang  200.700.100,00 

 

Selanjutnya berdasarkan data jurnal yang disusun oleh BUMDes Bintang Baru atas modal 

awal kembali dari jual/beli Unit Material dan Bangunan. 

Tabel 14. Jurnal yang dicatat dari Jual/Beli Unit Material dan Bangunan 
Tanggal Rekening Debet Kredit 

25-12-2019 Kas 56.005.000,00  
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  Pendapatan  56.005.000,00 

 

Nilai ini seharusnya tidak dicatat oleh BUMDes Bintang Baru. Berdasarkan hasil survei 

dari dokumen yang diperoleh bahwa jumlah dokumen pembelian barang yang dilakukan 

perputaran uang dari sisa uang kas yakni sebesar Rp 172.497.000. Maka dari itu jurnal yang 

disusun oleh BUMDes Bintang Baru atas transaksi pembelian barang untuk perputaran usaha 

sebagai berikut. 

Tabel 15. Jurnal yang dicatat dari Jual/Beli Unit Material dan Bangunan 
Tanggal Rekening Debet Kredit 

25-12-2019 Biaya Umum 172.497.000,00  

  Kas  172.497.000,00 

 

Dari hasil penjurnalan tersebut maka diperoleh hasil laba yang dicatat dalam Laporan Laba 

Rugi oleh BUMDes Bintang Baru sebagai berikut. 

 
Gambar 1. Laporan Laba Rugi yang dibuat BUMDes Bintang Baru 

 

Dari hasil laba rugi yang disusun oleh BUMDes Bintang Baru terdapat kesalahan yang 

dalam pelaporan. Hal ini dapat dilihat dari pembagian laba keseluruhan/umum yakni hanya 

sebesar Rp 28.203.100. Adapun rincian pembagian laba usaha dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 15. Pembagian Laba Usaha Keseluruhan/Umum 

Pembagian Laba  % 28.203.100 

PAD 10% 2.820.310  

Pemupukan modal  5%            1.410.155  

Dana sosial/pendidikan 20%            5.640.620  

Pengurus  65%         18.332.015  

Jumlah 100%         28.203.100 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat kita ketahui terdapat perbedaan antara jumlah laba rugi 

yang diperoleh dari laporan laba rugi dengan pembagian laba secara keseluruhan. Selain itu, 

BUMDes Bintang Baru tidak mengakui alokasi laba tersebut sebagai pengurang laba pada 
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laporan laba rugi di tahun 2019. Sehingga pada pelaporan laba rugi yang disusun oleh BUMDes 

Bintang Baru seharusnya tidak terdapat laba yang dihasilkan. Hal ini menunjukkan bahwa 

penyajian laporan laba rugi tidak sesuai dengan SAK-ETAP. Salah satunya tidak sesuai dengan 

sub bab 6.5 yang menyatakan Entitas menyajikan di laporan laba rugi dan saldo laba pos-pos 

berikut sebagai tambahan atas informasi yang disyaratkan dalam Bab 5 Laporan Laba Rugi: 

a. Saldo laba pada awal periode pelaporan; 

b. Dividen yang diumumkan dan dibayarkan atau terutang selama periode; 

c. Penyajian kembali saldo laba setelah koreksi kesalahan periode lalu;  

d. Penyajian kembali saldo laba setelah perubahan kebijakan akuntansi; dan  

e. saldo laba pada akhir periode pelaporan. 

 

Pada point c dapat disimpulkan bahwa alokasi laba seharusnya menjadi pengurang atas 

laba kotor yang dihasilkan. Akibat kesalahan dalam hasil laba pada laporan laba rugi 

berpengaruh terhadap laba rugi tahun berjalan pada laporan perubahan ekuitas serta penyajian 

dalam neraca. Adapun laporan laba rugi yang seharusnya dicatat berdasarkan jurnal yang 

seharusnya di susun oleh BUMDes Bintang Baru sebagai berikut. 

 
Gambar 2. Laporan Laba Rugi yang seharusnya dibuat 

 

Dari hasil laporan laba rugi yang disusun oleh BUMDes Bintang Baru maka berdampak 

terhadap penyajian laporan perubahan ekuitas dan neraca BUMDes Bintang Baru yakni sebagai 

berikut. 
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Gambar 3. Laporan Perubahan Ekuitas yang dibuat BUMDes Bintang Baru 

 

 

 

 
Gambar 4. Laporan Neraca yang dibuat BUMDes Bintang Baru 

 

Adanya kesalahan dalam penyajian Laporan Laba Rugi maka penyajian neraca yang disusun oleh 

BUMDes Bintang Baru juga akan mengalami perubahan. Neraca yang seharusnya disusun oleh BUMDes 

Bintang Baru yakni sebagai berikut. 
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Gambar 5. Laporan Neraca yang seharusnya dibuat 

 

Berdasarkan neraca yang disusun maka selanjutnya dapat kita susun Laporan Arus Kas. Adapun 

Laporan Arus Kas yang disusun oleh BUMDes Bintang Baru sebagai berikut. 
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Gambar 6. Laporan Arus Kas yang dibuat BUMDes Bintang Baru 

 

4.3 Pengungkapan 

Penerapan SAK-ETAP pada aspek pengungkapan dijelaskan melalui tabel berikut. 

Tabel 16. Penerapan SAK-ETAP pada Aspek Pengungkapan 

No. Kriteria Kesimpulan dari kondisi BUMDes 

1 Mengungkapkan informasi mengenai dasar 

pengukuran dalam penyusunan laporan 

keuangan (Metode atau kebijakan). 

BUMDes Bintang baru tidak ada pengungkapan 

informasi yang mengenai penyajian laporan keuangan 

yang disusun. Sehingga dari dasar tersebut, maka pada 

poin ini BUMDes tidak sesuai dengan SAK-ETAP. 

2 Mengungkapkan rincian aset dan kewajiban 

mengenai sifat dan jumlah yang dicatat di 

akhir periode. 

BUMDes Bintang baru tidak ada pengungkapan 

informasi yang mengenai penyajian laporan keuangan 

yang disusun. Sehingga dari dasar tersebut, maka pada 

poin ini BUMDes tidak sesuai dengan SAK-ETAP. 

3 Jika terdapat perubahan kebijakan yang 

mempengaruhi periode berjalan maka perlu 

diungkapkan perubahan tersebut. 

BUMDes Bintang baru tidak ada pengungkapan 

informasi yang mengenai penyajian laporan keuangan 

yang disusun. Sehingga dari dasar tersebut, maka pada 

poin ini BUMDes tidak sesuai dengan SAK-ETAP. 

4 Jika terdapat perubahan estimasi akuntansi 

yang mempengaruhi periode berjalan maka 

perlu diungkapkan perubahan tersebut. 

 

BUMDes Bintang baru tidak ada pengungkapan 

informasi yang mengenai penyajian laporan keuangan 

yang disusun. Sehingga dari dasar tersebut, maka pada 

poin ini BUMDes tidak sesuai dengan SAK-ETAP. 

5 Jika terdapat perubahan kesalahan periode 

lalu yang mempengaruhi periode berjalan 

maka perlu diungkapkan perubahan tersebut. 

BUMDes Bintang baru tidak ada pengungkapan 

informasi yang mengenai penyajian laporan keuangan 

yang disusun. Sehingga dari dasar tersebut, maka pada 

poin ini BUMDes tidak sesuai dengan SAK-ETAP. 

 

Dalam penerapan SAK-ETAP pada BUMDes Bintang Baru melalui aspek pengungkapan 

menunjukkan bahwa BUMDes tersebut tidak menerapkan SAK-ETAP dalam penyajian 

laporan keuangannya. Pernyataan tersebut didasari dari seluruh kriteria dari aspek 

pengungkapan yang tidak memenuhi dari kriteria SAK-ETAP. Hal tersebut terjadi karena 

BUMDes Bintang Baru tidak menyusun catatan atas laporan keuangan yang seharusnya menjadi 

bagian dari pengungkapan pada laporan keuangan. Hasil penerapan SAK-ETAP dari aspek 

pengungkapan mempunyai hasil yang tidak jauh berbeda dengan penelitian Saputra et al. (2019) 

dan Poeh et al. (2022) yang menunjukkan bahwa BUMDes belum sempurna dalam 

mengungkapkan informasi dari laporan keuangannya. 
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4.4 Komponen Laporan Keuangan 

Penerapan SAK-ETAP pada aspek komponen laporan keuangan dijelaskan melalui tabel 

berikut. 

Tabel 17. Penerapan SAK-ETAP pada Aspek Komponen Laporan Keuangan 

No. Kriteria Kesimpulan dari kondisi BUMDes 

1 Menyusun Laporan Posisi Keuangan/Neraca BUMDes Bintang menyusun Laporan Posisi 

Keuangan/Neraca. Sehingga dari dasar tersebut, maka 

pada poin ini BUMDes sesuai dengan SAK-ETAP. 

2 Menyusun Laporan Laba Rugi BUMDes Bintang menyusun Laporan Laba Rugi. 

Sehingga dari dasar tersebut, maka pada poin ini 

BUMDes sesuai dengan SAK-ETAP. 

3 Menyusun Laporan Perubahan Ekuitas BUMDes Bintang tidak menyusun Laporan Perubahan 

Ekuitas. Sehingga dari dasar tersebut, maka pada poin ini 

BUMDes tidak sesuai dengan SAK-ETAP. 

4 Menyusun Laporan Arus Kas BUMDes Bintang menyusun Laporan Arus Kas. 

Sehingga dari dasar tersebut, maka pada poin ini 

BUMDes sesuai dengan SAK-ETAP. 

5 Menyusun Catatan atas Laporan Keuangan BUMDes Bintang tidak menyusun Catatan atas Laporan 

Keuangan. Sehingga dari dasar tersebut, maka pada poin 

ini BUMDes tidak sesuai dengan SAK-ETAP. 

 

Dalam penerapan SAK-ETAP pada BUMDes Bintang Baru melalui aspek komponen 

laporan keuangan menunjukkan bahwa BUMDes tersebut tidak menerapkan SAK-ETAP 

dalam penyajian laporan keuangannya. Pernyataan tersebut didasari dari kriteria nomor 3 dan 5 

dari aspek komponen laporan keuangan yang tidak memenuhi dari kriteria SAK-ETAP. Hal 

tersebut terjadi karena BUMDes Bintang Baru tidak menyusun laporan perubahan ekuitas dan 

catatan atas laporan keuangan yang seharusnya menjadi dalam komponen laporan keuangan. 

Hasil penerapan SAK-ETAP dari aspek komponen laporan keuangan mempunyai hasil yang 

sama dengan penelitian Rudini et al. (2016), Wahyuningtias et al. (2021), dan Afkarina et al. 

(2022) yang menunjukkan bahwa BUMDes tidak lengkap dalam menyusun komponen laporan 

keuangannya. 

 

5. KESIMPULAN 

Berdasarkan penelitian penerapan SAK-ETAP dalam penyusunan laporan keuangan pada 

BUMDes Bintang Baru dapat disimpulkan bahwa  

a. Penyusunan laporan keuangan yang dilaksanakan oleh pengurus BUMDes Bintang 

Baru masih tidak sesuai dengan SAK-ETAP.  

b. Belum adanya petunjuk pelaksanaan yang mengatur tentang penatausahaan keuangan 

di BUMDes 
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